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ABSTRAKSI 

 

 

Dengan perkembangan perekonomian yangkhususnya di dalam dunia bisnis melahirkan suatu 

system pemasaran Multi level Marketing yang dilakukan oleh mitra dengan membentuk jaringan 

secara bertingkat. Sistem ini banyak menjanjikan keuntungan dengan janji-janji besar, tetapi 

tidak sedikit pula orang yang telah berhasil menjalankan bisnis dengan sistem Multi Level 

Marketing tersebut. Mengingat Multi Level Marketing mempunyai prospek besar di Indonesia, 

terutama karena menjanjikan sumber daya manusia yang cukup banyak dan mengundang banyak 

pihak untuk mendirikan atau terjun ke perusahaan dengan sistem Multi Level Marketing 

Sebelum memutuskan terjun untuk menjadi anggota suatu perusahaan Multi Level Marketing 

alangkah baiknya terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu MLM tersebut dijalankan, khususnya 

mengenai perjanjiannya, sebab akan mempengaruhi keterikatan para pihak dalam menjalankan 

suatu bisnis. 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan perjanjian dan bagaimana pula tinjauan 

hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian tersebut. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data interview dan observasi 

langsung ke perusahaan PT Ahad Net Malang, kemudian menganlisanya secara deskriptif 

komparatif atau dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini berhasil 

menyimpulkan bahwa perjanjian perusahaan PT. Ahad net terlaksana dengan pengisian formulir 

permohonan keanggotaan oleh calon anggota/mitra. Perjanjian yang dilakukan mitra dengan 

pihak perusahaan PT. Ahad Net ini sebenarnya tidak sempurna, karena klausula yang tertera di 

dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan. Jadi dari perjanjian tersebut 

bukan untuk ditawarkan melainkan harus disepakati sebagai aturan yang mengikat mitra. Dari 

hukum positif, dalam hal ini tidak ada satu pihak yang dapat menggugat pihak lain, sehingga 

pada dasarnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dari hukum Islam sendiri menilai 

bahwa pejanjian tersebut merupakan perjanjian yang akadnya sudah jelas yaitu: termasuk 

perjanjian samasirah (pemakelaran), artinya mitra tersebut menjadi perantara antara konsumen 

calon distributor/masyarakat dengan perusahaan melalui perekrutan ataupun pembelian produk 

dari perusahaan. Perjanjian yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, 

maka perjanjian tersebut tidak dipermasalahkan dan perjanjian tersebut adalah sah. 

 

 


